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PERATURAN WALIKOTA KENDARI
Nomor |2 TAHUN 2012
TENTANG

JBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 30 TAHUN
1 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
ATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
TORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA KENDARI

bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah dan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara langsung
yang bersifat stimulan, maka perlu diprogramkan Hibah
dan Bantuan Sosial ;

bahwa dengan ditetapkannya peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Kendari tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3602);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Kendari Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 16);

13.Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 30 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

ba ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2011
' Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
gungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Daerah (Berita daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 30) diubah
berikut :

1tuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

,'bah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,

byek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.



“ek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
~fi aksud pada ayat (1) meliputi :

,Pemerintah;

i_Pemerintah daerah lainnya;

; Perusahaan daerah;

ii."‘Masyarakat; dan

Organisasi kemasyarakatan.

berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
« ;t (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
brmulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
s belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan
c1an obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada

‘ ketiga /masyarakat pada SKPD.

ara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
hingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

tuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
psyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari
F‘ tuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

1 " tuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i okasikan kepada idividu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
ur at penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

tuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
"aksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko
“'al yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang
ab11a ditunda penanganannnya akan menimbulkan resiko sosial yang
1h besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
uagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi
ggaran yang direncanakan sebagimana dimaksud pada ayat (2).

o
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ituan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

* tuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
‘: gsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan
incian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

jek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial
bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

,;Individu dan/atau keluarga;

_‘.:Masyarakat; dan

iz'Lembaga non pemerintahan.

tuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
gsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang
'uraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
-sial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan

:serahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

:‘tuan Pasal 35 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3)

‘pkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 35 berbunyi
apai berikut:

Pasal 35

ialikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
putusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
»raturan Walikota tentang penjabaran APBD.

Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar
nerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota
bagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada
’dividu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
“bagaimana dimaksud dalam Pasal 25A .

f; nyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau
"luarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
: aksud dalam Pasal 25A didasarkan pada permintaan tertulis dari
,'dividu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan
: i pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota seteleh
;‘veriﬁkasi oleh SKPD terkait.



iyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan
lal dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima barang.

:cairan bantuan sosial berupa wuang dilakukan dengan cara
,. bayaran langsung (LS) melalui mekanisme transfer ke rekening
.f erima bantuan sosial.

l hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
.J 5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui
kanisme tambah uang (TU).

ilyaluran dana bantuan sosial kepada penerima sebagaimana dimaksud
ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan
osial.

ii)elum dilakukan proses penyaluran / penyerahan bantuan sosial,
: erima terlebih dahulu menandatangani dokumen yang dipersyaratkan,
fbagaj berikut :

i pakta integritas bermaterai dari penerima Bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai
! dengan usulan proposal;

). pernyataan tidak terjadi konflik internal bermaterai bagi kelompok
,‘? masyarakat/lembaga non pemerintahan yang menyatakan bahwa
tidak sedang terjadi konflik internal;

pernyataan tanggungjawab bermaterai yang menyatakan bahwa
v=‘ penerima bantuan sosial bertanggungjawab penuh secara mutlak
terhadap bantuan yang diterima;

pernyataan transfer yang menyatakan bahwa nomor rekening bank
. benar atas nama penerima;

« berita acara serah terima bantuan social; dan

mendatangani kuitansi tanda terima bermaterai cukup.

:‘rmat pakta integritas, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal,
}nyataan tanggungjawab, pernyataan transfer dan berita acara serah
tma hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, huruf
x-ﬁhuruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran X, Lampiran XI,
‘ piran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian
e terpisahkan dari Peraturan ini.

iala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas
mproses permintaan pembayaran dan pencairan bantuan sosial berupa

ang sesuai peraturan perundang-undangan.

S
K.



a Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan satu Pasal baru, yaitu Pasal 38A,

gga berbunyi sebagai berikut:
’ Pasal 38A

:‘ membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
,:‘: /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
agaimana dimaksud dalam Pasal 25A paling lambat tanggal S Januari

ahun anggaran berikutnya.

G i apitulasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima,
at dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing

- ividu dan/atau keluarga.

Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:
| Pasal 39

'lrtanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial
beliputi :

f Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan
‘; sosial;

4;, Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan
proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Daerah; dan

Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial
: berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah

;; Terima barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

rtanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
i f ¢ dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau
fluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

i
i



;tuan Pasal 45 diubah. Sehingga berbunyi sebagai berikut:

B

a b Pasal 45

i berlakunya Peraturan Walikota ini penganggaran, pelaksanaan dan
. ahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
i mberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 11

Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2012

: di Kendari
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